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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hakikat Likuiditas  

1. Pengertian Likuiditas 

 Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Melalui 

pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan 

kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menrik dananya 

sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Jadi, yang dimaksud likuiditas 

disini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-

masing bank yang bersangkutan. Oleh karena itu bank harus 

mempertahankan sejumlah alat guna memastikan bahwa bank sewaktu-

waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
1
  Bank dianggap 

likuid apabila bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset likuid 

lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan 

cepat dari sumber lainnya, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan 

komitmen keuangan lain pada saat yang tepat. 

 Beberapa likuiditas yang harus dipertahankan setiap saat karena 

(1) Bank harus untuk mematuhi ketentuan giro wajib minimum atau giro 

pada bank sentral setiap hari, (2) Selain itu, bank memerlukan likuiditas 

untuk memenuhi permintaan pinjaman musiman dan tarikan yang tak 

terduga, (3) Diperlukan untuk mengisi cadangan penyangga untuk 

                                                           
1
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Indonesia, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009). 

Hal. 180 
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sebagian penarikan deposit yang tidak perkirakan sebelumnya dan tidak 

dapat dipenuhi dengan penerimaan deposit yang baru, maupun dengan 

setoran cicilan kredit, penerimaan pendapat, atau menambah hutang.
2
 

 Walaupun telah dilakukan perencanaan, namun penarikan deposit 

yang diluar perkiraan tetap saja dapat terjadi. Oleh karena itu suatu 

cadangan likuiditas untuk melindungi integritas bank terhadap keadaan 

yang tidak terduga, perlu diwaspadai.  

 Suatu bank syari’ah dikatakan likuid apabila 1) Dapat memelihara 

GWM di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2) Dapat 

memelihara Giro di Bank Koresponden. Giro di Bank Koresponden adalah 

rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan Saldo Minimum, 3) Dapat memelihara sejumlah kas 

secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.
3
 

 Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh 

suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaikbaiknya. Pada 

dasarnya keberhasilan bank dalam manajemen likuditas dapat diketahui 

dari (1) Kemampuan dalam memprediksikan kebutuhan dana di waktu 

yang akan datang (2) Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan 

“cash” dengan menukarkan harta lancarnya (3) Kemampuan memperoleh 

“cash” secara mudah dengan biaya yang sedikit (4) Kemampuan 

pendataan pergerakan cash in dan cash out dana (cash flow) (5) 

                                                           
2
Herman Darmawi, ...............hal. 59 

3
Muhammad,  Manajemen Dana Bank Syari‟ah. (Yogyakarta: Jalasutra, . 2004) 
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Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan 

aktiva tetap apapun ke dalam cash.
4
 

 Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari 

tiga hal yaitu: Posisi seimbang (square) dimana persediaan dana sama 

dengan kebutuhan dana yang tersedia, Posisi lebih (long) dimana 

persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia, Posisi kurang 

(short) dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.
5
 

 Apabila bank syari’ah berada pada posisi seimbang dan posisi 

lebih, maka bisa dikatakan bank tersebut lancar akan likuiditasnya. 

Sedangkan jika berada pada posisi kurang, maka bank tersebut tidak lancar 

terkait likuiditasnya.  

 Liquid artinya kemampuan bank dalam mengembalikan dana 

dalam jangka pendek. Yakni kemampuan bank untuk menyediakan dana 

yang cukup dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya yang akan 

mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo.
6
Likuiditas 

merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk dianalisis. Hal 

tersebut dikarenakan likuiditas merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat 

dari seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

lancarnya.   

                                                           
4
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi…….,hal 

549 
5
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 140 

6
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. (Yogyakarta: UII Press, 2004), 

hal. 165 
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 Pengendalian likuiditas dilakukan setiap hari berupa penjagaan 

semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai yang dapat dipergunakan untuk 

memenuhi munculnya tagihan dari nasabah setiap waktu. Manajemen 

likuiditas diartikan sebagai suatu program pengendalian dari alat-alat 

likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban yang 

harus segera dibayar.
7
  Seperti penarikan dari giro, tabungan nasabah 

melalui bank maupun ATM, dan lain-lain.  

 Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola likuiditas, 

yaitu Posisi likuiditas harian/mingguan harus dapat dijaga sesuai dengan 

ketentuan bank sentral, Memelihara alat likuiditas secukupnya agar bank 

selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga 

sebelumnya, Mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif agar bank 

selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga 

sebelumnya, Menentukan besarnya reserve yang diperlukan dalam 

primary reserve dan secondary reserve. 

 Menurut Siamat rasio-rasio yang umum digunakan untuk 

mengukur likuiditas bank antara lain sebagai berikut: 

 Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini dapat 

dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi 

kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan 

menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia. Alat likuid bank tersedia 

atas: uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank-bank koresponden. 

                                                           
7
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 65 
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Semakin besar rasio ini semakin baik pula posisi likuiditas bank yang 

bersangkutan. 

 Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga. Rasio likuiditas ini 

juga sering disebut dengan loan to deposit ratio atau LDR. Rasio ini 

memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan 

dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya 

posisi likuiditas bank. umumnya, rasio sampai dengan 100% memberikan 

gambaran yang cukup baik atas keadaan likuiditas bank. Namun 

berdasarkan ketentuan bank Indonesia, rasio likuiditas yang digunakan 

untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah rasio kredit terhadap dana 

yang diterima bank dalam rupiah dan valas. Dana yang diterima bank 

meliputi: kredit likuiditas BI; giro, deposit, dan tabungan masyarakat; 

pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan 

tidak termasuk pinjaman subordinasi; deposito dan pinjaman dari bank 

lain yang berjangka waktu lebih 3 bulan; surat berharga yang diterbitkan 

bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan; modal lain; dan modal 

pinjaman. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kondisi likuiditas bank. 

bank Indonesia memberi nilai kredit (0) bagi bank yang memiliki rasio 

sebesar 115% atau lebih berdasarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan 

bank untuk faktor likuiditas. 

 Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, dalam 

rupiah. Rasio ini menunjukkan besarnya call money bank terhadap total 

aktiva lancar yang meliputi: kas, giro pada Bank Indonesia, SBI dan SPBU 
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yang telah di-endos bank lain. Menurut ketentuan Bank Indonesia 

maksimum rasio adalah 100%. 

 Rasio surat-surat berharga jangka pendek terhadap total portfolio 

suratsurat berharga. Rasio ini memberikan informasi bahwa semakin besar 

porsi penanaman dana dalam surat-surat berharga yang jatuh temponya 

kurang dari satu tahun terhadap total portfolio surat-surat berharga 

semakin baik pula posisi likuiditas bank. 

 Total kredit terhadap total asset. Rasio ini mengukur kemampuan 

bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan asset bank. 

kenaikan rasio ini menunjukan rendahnya likuiditas bank.
8
 

2. Sumber Kebutuhan Likuiditas Bank 

Sumber – sumber utama likuiditas dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

a. Untuk memenuhi kebutuhan wajib minimum  

b. Untuk menjaga agar saldo rekening yang ada pada bankkoresponden 

selalu berada pada jumlah yang ditentukan.  

c. Untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah 

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa likuiditas digunakan 

untuk memenuhi sumber kebutuhan wajib minimum agar saldo rekening 

pada bank berada pada jumlah yang ditentukan untuk memenuhi 

penrikan dana yang sewktuwaktu dilakukan oleh nasabah. 

 

                                                           
8
Dahlan Siamat,Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter danPerbankan, 

(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005). Hal. 89 
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3. Indikator Likuiditas 

a. LDR (Loan to Deposit Ratio) untuk bank umum dan FDR (Financing 

to Deposit Ratio) untuk bank syariah 

Loan to Deposit Ratio (LDR)  adalah  rasio antar seluruh 

jumlah Pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana yang 

diterima oleh bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan Pembiayaan yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang 

diperlukan untuk membiayai Pembiayaan menjadi besar. Rasio ini 

dapat dirumuskan: 

LDR = 
                             

                       
 x 100% 

Kriteria Penilaian Loan to Deposito Ratio (LDR) 

Nilai Kredit Predikat 

< 94,755% Sehat 

94,755 - 98,75% Cukup Sehat 

98,75 – 102,102,25% Kurang Sehat 

>102,5% Tidak Sehat 

Sumber data: www.bi.go.id 

 

http://www.bi.go.id/
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Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

Bank Mega Syariah yaitu financing to Deposit ratio (FDR), FDR 

dipakai unutk melihat kemampuan bank syariah untuk memenuhi 

kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpunnya: 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan 

pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi 

FDR maka penyaluran dana (pembiayaan) oleh bank akan meningkat.
9
 

Pengertian lainnya FDR adalah rasio keuangan perusahaan 

perbankan syariah yang berhubungan dengan aspek likuiditas. FDR 

adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito 

berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam 

memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan 

bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau 

relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah 

menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang 

siap untuk dipinjamkan. FDR disebut juga rasio pembiayaan terhadap 

total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak 

ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.
10

 

                                                           
9
Eris munandar, “ Pengaruh Dana pihak ketiga, loan to deposit ratio, dan return onasset 

terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri” skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2009. 
10

Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum, Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999 xv, hlm 98. 
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Penyaluran dana merupakan kegiatan utama bank, oleh karena 

itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin 

besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan 

dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa 

konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh 

bank yang bersangkutan.  

Rasio FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana 

yang disalurkan ke masyarakat (pembiayaan) dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini 

menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan 

yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini 

semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Sebagian praktisi 

perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank 

adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% 

atau batas aman untuk FDR menurut peraturan pemerintah adalah 

maksimum 110%. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk 

mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi 

sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata 

lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat 

kerawanan suatu bank dan tingkat kesehatan bank.
11

 

                                                           
11

Kasmir, Pemasaran Bank, cet. Ke 3, (Jakarta: Kencana prenada Media Group,2008), Hal 

272 
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Begitu pentingnya arti angka FDR, maka pemberlakuannya 

pada seluruh bank sedapat mungkin diseragamkan. Maksudnya, 

jangan sampai ada pengecualian perhitungan FDR di antara 

perbankan. Untuk menghitung FDR : 

Financing Deposit Ratio =  
               

        
 X 100% 

Jika bank mempunyai FDR yang sangat tinggi, maka bank 

akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi pada 

titik tertentu bank akan mengalami kerugian
12

. FDR yang tinggi 

menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau 

menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank 

meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya 

rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan 

kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Angka FDR berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia, angka FDR seharusnya berada disekitar 

85%-110%.
13

 

Ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat 

apabilabank melakukan manajemen likuiditas dengan ciri-ciri,1) 

Memiliki sejumlah alat likuid, cash asset (uang kas, rekening pada 

bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas 

yang diperkirakan, 2) Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, 

tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan 

                                                           
12

Susilo, Sri Y. Dkk, Bank dan Lembaga Keuangan lain, (Jakarta: salemba empat, 2000), 

hal 185 
13

Mandala, Manurung dan Pratama rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi 

Moneter(kajian konstektual Indonesia) Buku II. (Yogyakarta: BPFE), hal 48 



34 
 

menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau 

sesudah jatuh tempo, 3) Memiliki kemampuan untuk memperoleh 

likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual 

surat berharga dengan repurchase agreement, 4) Memenuhi ratio 

pengukuran likuiditas yang sehat yaitu : 

a. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga: 

1) Merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam 

memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh 

pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang 

tersedia,  

2) Alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank 

sentral dan bank koresponden  

3) Semakin besar rasio ini semakin besar kemampuan bank 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi disisi lain 

mengidentifikasikan semakin besarnya idle money. 

b. Rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR) 

1) Finance to deposit ratio (FDR), yang menggambarkan 

perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK 

yang disalurkan,  

2) Ratio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100%. 

Jika ratio di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan 

likuididitas, dan jika ratio diatas 100% maka bank dalam 

kondisi kurang likuid, 3 
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3) Menurut kriteria Bank Indonesia, ratio sebesar 115% keatas 

nilai kesehatan likuiditas bank adalah nol. 

b. Rasio kas (Cash Ratio)
14

 

 Rasio kas (Cash Ratio) adalah alat pengukur likuiditas bank, 

yaitu: likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh setiap bank. 

Cash ratio adalah perbandingan alat likuid yang dikuasai bank dengan 

kewajiban yang harus dibayar. 

Rumus cash ratio adalah: 

                     

                          
 X 100% 

Pada umumnya kebutuhan likuiditas bank ditentukan oleh 

adanyafaktor yang  meliputi (1) kewajiban reserve yang ditetapkan 

oleh otorites moneter atau bank sntral; (2) tipe-tipe dana yang ditarik 

oleh bank; dan (3) komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain 

untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi.
15

 

B. PengertianDana Pihak Ketiga (DPK) 

 Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas 

yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu 

bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai 

operasionalnya dari sumber dana ini.
16

Pertumbuhan setiap bank sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana 

masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan 

                                                           
14

Herman Darmawi, Manajemen Perbankan,............, hal.61 
15

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,........ Hal. 180 
16

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.64. 
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yang memadai.
17

 Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling 

utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-

apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. 

 Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif 

paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan 

danapihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan 

masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun. 

Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi Perbankan Syariah untuk 

terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan 

manfaat yang diperoleh dari jasa Perbankan Syariah dibandingkan 

perbankan umum. 

a. Macam-macam produk dana pihak ketiga 

1) Giro  

Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah 

maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya 

(penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, kertu ATM, sarana perintah bayar 

yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
18

 Dana giro ini 

termasuk dana yang sensitive atau peka terhadap perubahan, atau 

disebut juga dana yang labil yang sewaktu dapat ditarik atau 

                                                           
17

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.48. 
18

Slamet Riyadi, Baking Asset And Liability Management, (Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2004), hal. 63 
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disetor oleh nasabah. Pihak yang dititipi tetap berhak mendapat fee 

dan jika dimungkinkan memberikan bonus kepada pihak yang 

menitipkan atas keuntungan yang diperoleh atas penggunaan 

barang atau dana yang dititipkan. Hal yang perlu diingat bahwa 

bonus tidak boleh untuk diprjanjikan dalam akad. 

Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Giro 

dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a) Giro Wadiah 

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai 

meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada 

orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, 

wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke 

pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.
19

 

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah 

menerapkan dua prinsip wadi’ah, yaitu: 

1. Wadiah Yad al-amanah dengan karakteristik yaitu titipan 

murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh 

digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu 

titipandikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai 

maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan 

terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak 

                                                           
19

M. Syafi’i Antonio, Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001, hlm. 85 
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dibebani tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan 

biaya titipan. 

2. Wadiah Yad al-Dhamanah, yakni nasabah bertindak 

sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah 

untuk menggunakan/memanfaatkan uang/barang 

titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai 

pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana 

titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan 

bagi hasil dan keuntungan pengelolaan dana tersebut. 

Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan 

memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak 

disyaratkan sebelumnya.
20

 

Dari laporan pemaparan di atas dapat dinyatakan 

beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai (1) Dana 

wadiah dapat dipergunakan oleh bank untuk kegiatan 

komersial dengan syarat bank harus menjamin 

pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut. (2) 

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi 

hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana 

tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. 

Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilih 

dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana 

                                                           
20

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2005), hlm. 22 
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masyarakat tidak boleh diperjanjikan di muka. (3) Pemilik 

dana wadiah dapat menarik kembali dananya 

sewaktuwaktu (on call) baik sebagian ataupun 

seluruhnya.
21

 

b) Giro Mudharabah 

Yang dimaksud giro mudharabah adalah giro yang 

dijalankan berdasarkan akan mudharabah. Seperti yang sudah 

kita ketahui, mudharabah mempunyai 2 bentuk, yakni 

mudharabahmutlaqoh dan mudharabah muqayyadah, yang 

menjadi perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada 

atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada 

bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu 

maupun objek investasinya. 

Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai 

shahibulmaal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai 

mudharib/pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai 

mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya.
22

 Dari hasil pengelolaan mudharabah, 

Bank Syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana 

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan 
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dalam akad pembuatan rekening.
23

 Dalam mengelola dana 

tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang 

bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang 

terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung 

jawab penuh terhadap kerugian tersebut. 

2) Tabungan  

 Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank, 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan 

atau melalui ATM. Tabungan merupakan sumberm dana yang 

cukup besar, pada keadaan normal  merupakan sumber yang stabil 

karena jumlah penarikan dan penyetoran hampir sebanding. 

Namun bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik 

seluruh dananya. Ini bisa terjadi apabila masyarakat luntur 

kepercayaan kepada bank yang bersangkutan atau ada isu 

devaluasi.
24

 

 Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-

MUI/IV/2006,tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang 

bedasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan dibedakan 

menjadi 2 yaitu: 

1) Tabungan Wadiah 

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang 

dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni 
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yang dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan 

kehendak pemiliknya. Tabungan yang dapat ditarik setiap 

saat tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

ditetapkan ketentuan tentang tabungan bersifat 

simpanan;Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau 

berdasarkan kesepakatan;Tidak ada imbalan yang 

disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) 

yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi, tabungan 

wadiah merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap 

saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip wadiah 

inilah yang dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya.
25

 

Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank 

Syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. 

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai prinsip yang 

memberikan hak kepada Bank Syariah untuk bertindak 

sebagai pihak yang dititipi dana/barang yang disertai hak 

untuk menggunakan/memanfaatkan dana/barang tersebut. 

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggungjawab 

terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta 

mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. 

Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan 

dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut. 
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Tabungan wadiah adalah produk pendanaan syariah 

berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening 

tabungan (savingsaccount) untuk keamanan dan 

kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadiah, tetapi 

tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat 

menarik dananya dengan cek. Biasanya bank dapat 

menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana 

dari giro wadiah, sehingga bank mempunyai kesempatan 

yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Setelah 

dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank 

maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank 

berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk 

pembiayaan.
26

 

2) Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti 

dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.
27

 Tabungan 

dengan karakteristik seperti ini yang sesuai dengan prinsip 

mudharabah (tidak dapat ditarik setiap saat). Dalam 

aplikasinya produk Bank Syariah tabungan yang 
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mempergunakan prinsip ini antara lain, Tabungan Haji 

hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan 

ibadah haji, Tabungan Qurban, Tabungan Pendidikan, dan 

tabungan lain sejenisnya. 

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan 

akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) 

mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) 

dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati 

sejak awal.
28

Mobilitas keluar masuknya tabungan tidak 

setinggi giro sehingga bank lebih leluasa menggunakan 

saldo yang ada untuk mendanai operasional.
29

 Penerimaan 

tabungan berdasarkan prinsip mudharabah digunakan 

untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan 

sewaktu-waktu.
30

  Sehingga bank akan semakin leluasa 

menggunakan dana tabungan mudharabah. 

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, 

mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam 

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Namun, disisi lain Bank Syariah juga memiliki sifat 

sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank 

harus berhati-hati/bijaksana serta beritikad baik dan 
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bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat 

kesalahan/kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana 

mudharabah, Bank Syariah akan memberi bagi hasil 

kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan 

rekening.
31

 

3) Simpanan Berjangka (Deposito) 

 Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga 

dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas 

nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 

penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan 

berjangka termasuk deposit on call yang jangka waktunya 

relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu 

dengan pemberitahuan sebelumnya.  

 Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 

03/DSNMUI/IV/2000, tertanggal 01 April 2000 tentang 

deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan 

tentang deposito mudharabah
32

, Deposito mudharabah 

terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut
33

: 

1) Deposito Mudharabah Muthlaqoh 
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Pemilik dana tidak memberikan 

batasan/persyaratan tertentu kepada Bank Syariah 

dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan 

dengan tempat, cara maupun objek investasinya. 

Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan 

kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana 

ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan 

memperoleh keuntungan. 

2) Deposito Mudharabah Muqayyadah 

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah 

muthlaqoh, dalam deposito mudharabah muqayyadah, 

pemilik dana memberikan batasan atau pernyataan 

tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola 

investasinya baik yang berkaitan dengan cara, tempat, 

maupun objek investasinya. 

Deposito ini dijalankan dengan prinsip 

mudharabah mutlaqah karena pengelolaan dana 

deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

mudharib (bank). Deposito mudharabah merupakan 

simpanan dana dengan akad mudharabah dimana 

pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan 

dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi 
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hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak 

awal.
34

 

Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan 

Syariah masih didominasi oleh dana mudharabah 

(investasi), namun mulai bergeser ke dana berbasis 

wadiah (simpanan). Hal itu mengindikasikan bahwa 

preferensi likuiditas masyarakat terhadap uang 

cenderung meningkat.
35

Kecenderungan tersebut, 

diperkuat lagi oleh struktur jangka waktu dana 

investasi yang tidak terikat berbentuk deposito, yang 

mengalami pergeseran ke arah yang lebih pendek. 

Komposisi dana yang demikian berpotensi 

meningkatkan risiko likuiditas bank. Rumus yang 

digunakan untuk mencari dana pihak ketiga, yaitu 

sebagai berikut: 

        Simpanan (DPK) = 
                    

          
 

C. Pengertian Giro Pada Bank Indonesia  

Giro Bank Indonesia, yaitu saldo rekening giro milik bank yang 

bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Transaksi giro pada BI 

dicatat sebesar nilai nominal. Giro pada bank sentral, biasanya merupakan 

giro wajib minimum sebagai pemenuhan statutory reserve requirement 
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yang besarnya ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase tertentu 

dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Saldo rekening giro pada BI tidak boleh 

dikurangi dengan kredit likuiditas yang diterima bank dari BI. Disamping 

itu rekening ini merupakan sarana transaksi antar bank, baik dalam rangka 

melakukan kliring cek-cek bank lain, maupun untuk transaksi pinjaman 

antar bank atau dengan bank sentral.
36

 

Saldo giro di Bank Indonesia merupakan simpanan bank - bank 

yang tercatat dalam rekening giro di Bank Indonesia. Saldo tersebut lebih 

dikenal dengan Giro Wajib Minimum bank yang dapat dipelihara oleh 

bank-bank umum setiap hari. Saldo giro minimum diwajibkan  oleh Bank 

Indonesia agar semua kewajiban liquiditas dapat segera dipenuhi, 

kewajiban tersebut antara lain penarikan dana melalui kriling, penarikan 

dana pemerintah, penarikan dana Kredit Liquiditas Bank Indonesia 

(KLBI) dan kewajiban-kewajiban segera lainnya. 

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor. 

6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (Stationary Reserve), atau 

selanjutnya disebut giro wajib minimum, adalah simpanan minimum yang 

harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank 

Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 

persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga). 

Giro Wajib Minimum atau Liquiditas Wajib Minimum atau 

Reserve Requirement merupakan cadangan primer bank, yang digunakan 
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untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan dana oleh nasabah 

bank, baik penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, 

penarikan dana melalui kliring, maupun penarikan/pencairan kredit. Saldo 

giro di Bank Indonesia merupakan salah satu alat liquid bank yang 

tergolong Asset yang tidak menghasilkan tetapi harus menjadi perhatian 

utama manajemen bank untuk mementau kecukupannya. 

Giro wajib minimum merupakan salah satu tolak ukur tentang 

tingkat kesehatan bank, seperti (1) Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir 

tidak pernah melanggar ketentuan Cash Ratio atau melanggar ketentuan 

Cash Ratio tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. Dalam tiga bulan terakhir 

tidak terjadi pelanggaran Cash Ratio lebih dari tiga kali berturut-turut (2) 

Cukup sehat apabila dalam12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash 

Ratio lebih dari 6 kali sampai 12 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar 

ketentuan Cash Ratio lebih dari tiga kali sampai dengan lima kali berturut-

turut. (3) Kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar 

ketentuan Cash Ratio lebih dari 12 kali dengan 24 kali. Dalam tiga bulan 

terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari lima kali sampai 

sembilan kali berturut-turut. (4) Tidak sehat apabila dalam 12 bulan 

terakhir melanggar Cash Ratio lebih dari 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir 

melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari sembilan kali berturut-turut.
37

 

Fungsi-fungsi Giro Wajib Minimum antara lain: (1) Untuk 

memenuhi ketetapan Bank Indonesia, (2) Untuk jaminan pembayaran 
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pencairan tabungan masyarakat, (3) Untuk mempertahankan agar bank 

tetap dapat mengikuti kliring, (4) Untuk memperkuat daya tahan dalam 

persaingan antar bank, (5) Untuk menentukan tingkat kesehatan bank, (6) 

Merupakan salah satu alat kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang 

yang beredar, (7) Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam 

menstabilkan nilai tukar uang, (8) Untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank.
38

 

1. Landasan Syariah GWM 

Ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi bank-bank 

berdasarkan prinsip syariah di dasarkan pada landasan syariah sebagai 

berikut: 

1) Kaidah fiqih: “mashalih mursalah” yang artinya prinsip umum 

kemaslahatan.
39

 Kaidah ini memungkinkan dilaksanakannya 

kebijakan pengaturan bank untuk kemaslahatan ekonomi secara 

keseluruhan. 

2) Kaidah fiqih: “tasharuful iman „alar ra‟iyyah manuth bil 

mashalahah”, yang artinya tindakan pemegang otoritas harus 

mashlahat yang berlaku.
40

 Berdasarkan kaidah ini, Bank Indonesia 

sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan membuat aturan 

prinsi kehati-hatian yang digunakan oleh bank syariah dalam 

kegiatan operasionalnya untuk tujuan kemaslahatan. 
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3) Kaidah fiqih: “sadduz dzari‟ah” yang artinya prinsip pencegahan 

dari kerusakan.
41

 dan kaidah fiqih “Ta’zir” yaitu bentuk pengenaan 

sanksi.
42

 Kaidah ini memungkinkan Bank Indonesia sebagai otoritas 

moneter untuk menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan 

GWM, guna mencegah dampak negatif yang diakibatkan oleh 

pelanggaran GWM.
43

 

  Jumlah rekening Giro Bank pada Bank Indonesia 

Jenis Bank  Devisa Non-Devisa 

Konvensional 1 Rupiah & 1 Valas 1 Rupiah 

Syari’ah 1 Rupiah & 1 Valas 1 Rupiah 

Konvesional yang memiliki 

KC Syariah 

2 Rupiah & 2 Valas 2 Rupiah 

Sumber: Bank Indonesia (2000:7) 

Perhitungan Giro Wajib Minimum dalam rupiah maupun dalam valuta asing. 

 Rumus perhitungan GWM tersebut sebagai berikut: 

 GWMRupiah  = 5% x DPK t-2 

 GWMValas  = 3% x  DPK t-2 

 Keterangan: 

 GWM  = Giro Wajib Minimum 

 DPK t-2   = Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa 

laporan untuk periode      dua masa laporan sebelumnya 

  Bank akan dikenakan sanksi apabila melakukan 

kelambanan penyampaian laporan, menyampaikan angka-angka yang tidak 
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benar, melanggar giro wajib minimum dan mengalami saldo giro negatif 

pada Bank Indonesia.  

 Keterlambatan penyampaian laporan dan penyampaian angka yang 

tidak benar dalam laporan mingguan bank akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/10/UPBB tanggal 14 

Desember 1995 tentang giro wajib minimum Bank Umum pada Bank 

Indonesia dalam Rupiah dan Valas, sebagai berikut
44

: 

Jenis Pelanggaran Sanksi Kewajiban Membayar 

Keterlambatan penyampaian laporan 

mingguan bank termasuk koreksinya 

Rp2.500.000.00,- untuk setiap laporan 

Penyampaian angka yang tidak benar 

dalam laporan mingguan bank 

Rp250.000.00,- untuk setiap kesalahan 

dengan setinggi-tingginya Rp 

10.000.00.00,- untuk setiap laporan  

Sumber: Bank Indonesia (2000: 10) 

2. Sistem Giro Wajib Minimum di Bank Syariah 

Tujuan kebijakan giro wajib minimum pada bank syariah ini 

sangat erat kaitannya dengan pengaturan lalu lintas transaksi antar 

bank. Termasuk juga sebagai alat bank sentral untuk mendorong bank 

syariah agar lebih aktif menempatkan dananya pada pembiayaan-

pembiayaan berbasis syariah di sektor riil. Karena pada sistem 

perbankan syariah, giro wajib minimum yang ditetapkan BI memiliki 

korelasi dengan nilai FDR (financing to deposit ratio) masing-masing 

bank syariah. Jika FDR-nya lebih dari 80 persen, maka giro wajib 

minimumnya senilai 5 persen. Jika FDR-nya kurang dari 80 persen, 
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maka giro wajib minimumnya memungkinkan untuk dinaikkan oleh 

BI. Bagi bank, jika giro wajib minimumnya dinaikkan, maka tidak 

akan menguntungkan karena bank syariah tidak akan mendapatkan 

return apapun. Sehingga, pilihan terbaik bagi bank syariah adalah 

mempertahankan FDR di atas 80 persen, yang berarti fungsi 

intermediasi bank berjalan dengan baik. Memang belum ada fatwa 

khusus DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI soal giro wajib 

minimum ini. Tetapi karena orientasinya adalah untuk kepentingan 

dan kemaslahatan umum, maka kebijakan tersebut tidak bertentangan 

dengan syariah, selama akad yang digunakannya sesuai dengan 

syariah, dan juga selama tidak ada unsur kezaliman dan ketidakadilan 

di dalamnya. 

Indikator yang digunakan giro pada Bank Indonesia dalam 

Bank Mega Syariahyaitu: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia disebut 

SWBI merupakan bukti penitipan dana wadiah. Bank Indonesia dalam 

rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan 

operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan baik, 

maka perlu diciptakan suatu piranti pengendalian uang yang sesuai 

dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI).Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan 

dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan 

likuiditas.
45
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D. Hakikat Pembiayaan 

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan, 

pembiayaan berdasrkan prisnsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip 

yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada 

bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan 

salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga 

keamanan dana nasabah. 

Fungsi pembiayaan sebagai (1) Memperoleh profit yang optimal, 

(2) Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, (3) Menyimpan 

cadangan, (4) Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan 

kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara 

dana-dana orang lain, (5) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

pembiayaan.
46

 

Dari fungsi pembiayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembiayaan memiliki berbagai macam fungsi selain untuk memperoleh 

laba yang optimal, bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang 

memadai untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk kepentingan nasabah 

yang bisa diambil kapan saja. Fungsi lainnya yaitu untuk menyimpan 

cadangan yang maksudnya adalah dana yang diberikan kepada nasabah 

dalam bentuk pembiayaan sewaktu-waktu dapat diambil dengan cepat, 

karena nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank harus 

mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Apabila dana yang diperoleh 
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dari pihak ketiga tidak disalurkan lagi maka dana tersebut akan 

mengendap dan tidak dapat menghasilkan apa-apa, sehingga akan timbul 

kelebihan dana di bank dan bank tidak dapat memberikan imbalan kepada 

nasabah yang telah menyimpan dananya. Sesuai dengan pengertian bank 

yaitu sebagai intermediasi antara pihakpihak yang kelebihan dana dan 

pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, fungsi bank selanjutnya 

adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu 

berupa barang maupun modal. 

1. Pembiayaan Murabahah 

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada Bank 

Syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada bank 

Syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yang salah satunya 

adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari 

pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Namun pembiayaan yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan murabahah. 

Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 

9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi 

bank syariah, disebutkan definisi dari murabahah yaitu: “ Murabahah 

adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang 

ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati oleh para pihak, 

dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan 

kepada pembeli”.  
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Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang oleh 

seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual 

berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok 

dari barang dan marjin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga 

jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai 

ataupun tangguh.
47

 

a) Landasan Hukum  

1) Al – Quran  

Ayat – ayat Al – Quran yang secara umum  membolehkan 

jual beli. Diantaranya adalah firman Allah 

 وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “…dan Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” (QS. Al-baqarah :275).  

Ayat ini munujukan bolehnya melakukan transaksi jual 

beli dan Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. 

Dan firman Allah : 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa:29) 

Berdasarkan ayat diatas, maka Murabahah merupakan upaya 

mencari rezki melalui jual beli. Dari ayat Al – quran diatas dapat diketahui 

bahwa jual beli Murabahah bukan merupakan yang diharamkan dalam 

agama, melaikan riba yang diharamkan oleh agama, jual beli tidak sama 

dengan riba. 

2) Hadis / Assunah  

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual-

beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum 

dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk 

dijual”. 

“Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan atas dasar 

suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) 

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah 

profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha 

tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. 

(HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim) 

3) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan 

syariah Indonesia dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 04/DSN-MUI/IV2000 tentang murabahah 

4) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha 



57 
 

Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah Pembiayaan 

Murabahah. 

Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli 

Murabahah ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam 

kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik yang berprofesi 

sebagai pedagang maupun bukan. 

a. Rukun Murabahah:  

1) Ba‟iu (penjual),  

2) Musytari (pembeli),  

3) Mabi‟ (barang yang diperjual belikan),  

4) Tsaman (harga barang),  

5) Ijab qabul (pernnyataan serah terima).  

b. Syarat Murabahah,  

(1) Syarat yang berakad (ba‟iu dan musytari) cakap 

hukum dan dalam keadaan tidak terpaksa. (2) Barang yang 

diperjualbelikan (mabi‟) tidak termasuk barang yang haramdan 

jenis maupun jumlahnya jelas. (3) Harga barang (tsaman) harus 

dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen 

keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. 

(4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan 

menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. 

Waktu jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah: 1) 

Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam 
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jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan 

kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan 

dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bnk syariah. 2) 

Jangka waktu pembiayaan tidak boleh diubah oleh salah satu 

pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan 

ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah. 

Margin Perbedaan harga beli dan harga jual barang 

disebut dengan margin keuntungan.
48

Keuntungan dari 

pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

Jumlah pembiayaan, Jangka waktu pembiayaan, Sistem 

pengembalian. Murabahah dengan mengangsur dapat berbeda 

dengan Murabahah bayar tangguh, Jumlah biaya yang muncul 

akibat pembiayaan tersebut, Tingkat persaingan harga dipasar, 

baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun konvensional, 

Karena sifatnya jual beli, maka standar keuntungannya tidak 

terbatas.
49

 

c. Karakteristik pembiayaa Murabahah  

Pertama, Murabahah dapat dilakukan berdasarkan 

pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan 

pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada 

pemesanan dari pembeli.  
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Kedua,Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat 

mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang 

yang dipesannya. Dalam Murabahah pesanan mengikat 

pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset 

Murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam Murabahah 

pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum 

diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut 

menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.  

Ketiga,Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara 

tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran 

yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada 

pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran 

atau sekaligus pada waktu tertentu. 

Keempat,Akad Murabahah memperkenankan 

penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang 

berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun jika akad 

tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga 

dalam akad) yang digunakan.  

Keenam,Harga yang disepakati dalam Murabahah 

adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus 

diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad 

Murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. 

Sedangkan diskon yang diterima setelah akad Murabahah 
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disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan 

jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah 

hak penjual. 

d. Jenis atau Bentuk Pembiayaan Murabahah 

Murabahah pada perinsipnya adalah jual beli dengan 

keuntungan. Hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli 

barang-barang memenuhi syarat jual beli murabahah. Dalam 

prakteknya pembiayaan murabahah yang diterapkan bank 

sayriah terbagi kepada tiga jenis, sesuai dengan 

peruntukannya, yaitu : 

1) Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukan 

untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan 

sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan 

yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-

hari. Penerapan murabahah untuk modal kerja 

membutuhkan kehati-hatian. Terutama obyek yang akan 

diperjulbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga 

dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam 

menentukan harga pokok masing-masing barang. 

2) Murabahah investasi (MI), adalah pembiayaan jangka 

menengah atau perjanjian yang tujuannya untuk pembelian 

barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, 

perluasan, atau pembuatan proyek baru.  
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3) Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan 

perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan 

pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya 

digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi 

dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan 

biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan 

bangunan tempat tinggal. 

Perbedaan peruntukan pembiayaan murabahah yang 

ditetapkan biasanya dibedakan berdasarkan obyek akad, tujuan 

penggunaan obyek dan nasabah yang mengajukannya. Pembeda 

penentuan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan dan 

disesuaikakn dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan 

nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh bank, 

smpai terealisasinya pembiayan tersebut.Jenis atau bentuk 

murabahah menurut Prabowo dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu: 

1) Murabahah tanpa pesanan  

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah ada yang pesan 

atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank (ba‟i) menyediakan 

barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah 

model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada 

tidaknya pesanan atau pembeli.  

2) Murabahah berdasarkan pesanan  
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Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu 

penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan 

berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan 

bersama, dimana pemesan (nasabah/musytari) meminta bank 

(ba‟i) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah 

oleh pihak musytari. Musytari menjanjikan kepada ba‟i untuk 

membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan 

atas pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam murabahah 

berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat 

tidak mengikat. 

e. Risiko pembiayan  

Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 

counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
50

 Risiko kredit 

adalah risiko debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat 

membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang 

dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli 

sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin 

tinggi.
51

 

Risiko kredit atau sering disebut juga default risk 

merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan 

nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari 
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bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan atau dijadwalkan.
52

 

Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat 

dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau 

karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada 

nasabah.Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembiayaan 

murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan 

adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran 

kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk 

lump sum (sekaligus). Dengan demikian, Pada pemberian 

pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang 

menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana 

pihak ketiga.
53

 

Sedang pada pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi 

yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang 

harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain: 1) 

Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar 

angsuran. 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga 

suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk 

nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. 3) 
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Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 

nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam 

perjalanan. 4) Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat 

jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, 

barang itu menjadi.
54

 

Dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan 

risiko pembiayaan murabahah, menggunakan analisis risiko yang 

berbasis Natural Certainty Contracts yaitu mengidentifikasi dan 

menganalisi dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga 

keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan 

risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Certainty 

Contracts. 

B. Kajian PenelitianTerdahulu 

 Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis CAR, DPK, SBIS, 

dan NPF terhadap FDR. Penelitian ini adalah jenis penelitian konsklusif 

kausal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh laporan keuangan triwulan bank tahun 2008-2012 

yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik analisis linier berganda. Sedangkan 

untuk mengolah data digunakan bantuan program SPSS 20 (Statistic 
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Product And Servis Solution). Kemudian dilakukan uji asumsi klasik 

meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. Setelah memenuhi uji asumsi klasik dilakukan uji 

signifikansi simultan, uji signifikansi parsial, persamaan regresi dan uji 

koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukan bahwa CAR 

tidak berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. Peningkatan atau 

penurunan nilai CAR selama periode penelitian tidak mempengaruhi nilai 

FDR Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa dana 

pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. 

Dengan meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun bank dari 

masyarakat tidak selalu menaikan proporsi pembiayaan yang diberikan 

kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa SBIS tidak 

berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa besar kecilnya dana yang ditempatkan pada 

instrumen SBIS tidak mempengaruhi besarnya pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank umum syariah. Karena terdapat batas minimal FDR 

80% agar bisa menempatkan dananya pada instrumen SBIS. Hasil 

menunjukan bahwa NPF berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. 

NPF merupakan masalah pembiayaan yang diakibatkan karena deposan 

tidak dapat membayar tagihan atau pembiayaan. Peningkatan NPF masih 

berada pada batas wajar NPF 5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan meningkatkan 

resiko pembiayaan bermasalah. Secara bersama-sama Capital Adequacy 
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Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS), Non Performing Ratio (NPF) mempunyai pengaruh 

terhadap FDR Bank Umum Syariah. Secara parsial CAR tidak 

berpengaruh terhadap FDR. Untuk itu di dalam penelitian ini akan 

mencoba diteliti kembali terkait pengaruh DPK terhadap Likuiditas Bank 

Syariah dan variabel terikat yang dipilih yaitu Bank Mega Syariah dengan 

menambah satu variabel bebas yaitu pembiayaan yang diberikan. Jadi akan 

ada dua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian selanjutnya yaitu 

DPK dan pembiayaan yang diberikan.
55

 

 Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan 

murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap 

likuiditas. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif yang 

dijadikan sampel adalah laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank BRI Syariah dalam periode 2009-2014. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data tersebut diinputi 

dengan menggunakan microsoft excel dan didapatkan hasil olah data yang 

selanjutnya hasil data di input menggunakan SPSS 21 dengan 

menggunakan deskriptif statistik, uji asumsi klasik. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa hubungan pembiayaan murabahah terhadap likuiditas 

tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pembiayaan murabahah, 
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maka semakin tinggi pula tingkat likiditas, atau sebaliknya semakin kecil 

pembiayaan murabahah, semakin rendah pula tingkat likuiditas. 

 Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, terlihat 

bahwa Istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa hubungan pembiayaan Istishna terhadap 

likuiditas tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pembiayaan 

Istishna, maka semakin tinggi pula tingkat likiditas, atau sebaliknya 

semakin kecil pembiayaan Istishna, semakin rendah pula tingkat likuiditas. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, terlihat bahwa 

pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. 

 Hasil pengujian kelayakan model (uji goodness of fit) menunjukkan 

bahwa pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan 

musyarakah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah. 

Hal ini berarti beberapa komponen yang mempengaruhi likuiditas pada 

Bank Muamalat Indonesia (BMI)  dan Bank BRI Syariah adalah 

pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah. 

Untuk itu di dalam penelitian ini akan mencoba diteliti kembali terkait 

pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas Bank Syariah dan 

variabel terikat yang dipilih yaitu Bank Mega Syariah dengan menambah 

variabel bebas yaitu DPK dan giro pada Bank Indonesia yang diberikan. 
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Jadi akan ada tiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

selanjutnya yaitu DPK, giro pada Bank Indonesia dan pembiayaan 

murabahah pembiayaan yang diberikan.
56

 

 Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja perusahaan 

perbankan dengan menggunakan lima aspek penilaian, yaitu Capital, 

Asset, Management, Earnings dan Liquidity yang biasa disebut CAMEL. 

Sampel yang digunakan adalah 16 bank sehat, 2 bank yang mengalami 

kebangkrutan dan 6 bank yang mengalami kondisi kesulitan keuangan 

periode 2000-2002. Yang digunakan dalam penelitian adalah CAR 

(Capital Adequancy Ratio), ATTM (Aktiva Tetap Terhadap Aktiva 

Modal), APB (Aktiva Produktif Bermasalah), NPL (Non Performing 

Loan), PPAPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap 

Aktiva Produktif), Pemenuhan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif), ROA (Return On Equity), NIM (Net Intterest Margin), BOPO 

(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), LDR (Loan to 

Deposit Ratio) dan GWM (Giro Wajib Minium) berpengaruh terhadap 

Kesehatan Perbankan. Obyek penelitian ini merupakan bank-bank yang 

terdaftar pada Direktori Perbankan Indonesia yang terdiri dari bank 

Persero, bank umum swasta nasional devisa, dan bank umum swasta 

nasional non devisa pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Hasil penelitian ini 

bahwa NPL, ROE, LDR, dan GWM merupakan faktor penentu kondisi 
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kesehatan Bank, sedangkan CAR, ATTM, APB, PPAPAP, PPAP, ROA, 

NIM dan BOPO bukan faktor penentu kondisi kesehatan Bank.
57

 

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tingkat 

perkembangan pembiayaan murabahah, untuk mengetahui tingkat 

perkembangan produk ijarah, untuk mengetahu tingkat perkembangan 

rasio likuiditas, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan 

murabahah dan ijarah terhadap tingkat likuiditas. Pada Bank BRI Syariah 

KCP Kopo baik parsial maupun secara simulutan. Penelitian ini 

didasarkan pada metode deskriptif, sedangkan pendekatan analisa data 

menggunakan analisa kuantitatif dan analisa statistik. Analisis regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : uji asumsi klasik, analisis regresi 

berganda, analisis korelasi, uji hipotesis t dan f serta pengujian pengaruh 

menggunakan koefisien determinasi.Hasil penelitian ini bahwa tingkat 

perkembangan pembiayaan murabahah dan ijarah pada BRI Syariah KCP 

Kopo periode 2011-2013 cenderung fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh 

tingkat Non Performing Financing (NPF) dan tingkat suku bunga Bank 

Indonesia. Tingkat perkembangan rasio likuiditas pada BRI Syariah KCP 

Kopo periode 2011-2013, cenderung fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh 

jumlah modal dan Aktiva Terimbang Menurut Resiko (ATMR). Secara 

parsial, pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat likuiditas. 

Sedangkan pembiayaan ijarah mempengerahui tingkat likuiditas secara 
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signifikan. Secara simulutan pembiayaan murabahah dan ijarah 

mempengaruhi tingkat likuiditas.
58

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak 

ketiga, non performing loan, dan capital adequacy ratio terhadap loan to 

deposit ratio dan return on asset. Pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan teknik Analisis Jalur. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2012. Populasi penelitian sebanyak 31 unit. Pengambilan sampel 

dilakukan secara sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak 

Ketiga berpengaruh positif dan signifikan tehadap Loan to Deposit Ratio, 

Hal ini berarti kenaikan jumlah dana pihak ketiga akan diikuti pula dengan 

meningkatnya LDR dimana semakin tinggi dana pihak ketiga yang 

dihimpun maka ekpansi kredit yang dilakukan akan semakin besar 

sehingga nilai LDR akan meningkat.  Non Performing Loan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio, Pengaruh 

tidak signifikan ini disebabkan karena meningkatnya nilai NPL adalah 

relatif kecil sehingga tidak menjadi halangan bagi bank-bank di BEI dalam 

menjaga tingkat likuiditas (LDR). Hal ini berarti peningkatan kredit yang 

dialami oleh bank-bank di BEI masih dapat diatasi.  Capital Adequacy 

Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio, 

Semakin besar modal minimum (CAR) untuk mengatasi masalah yang 

timbul dari aktiva bank yang mengandung risiko, maka likuiditas suatu 
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bank akan semakin tinggi. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan 

signifikan tehadap Return On Asset, Hal ini berarti bahwa setiap 

peningkatan Dana Pihak Ketiga akan diikuti juga dengan peningkatan 

terhadap profitabilitas, dimana ketika jumlah DPK banyak disalurkan ke 

dalam bentuk kredit, maka pendapatan dari kredit tersebut akan naik 

sekaligus kemampuan bank dalam menghasilkan laba juga semakin 

meningkat. Non Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return On Assets, Hal ini berarti bahwa semakin rendah risiko 

kredit (NPL) maka akan meningkatkan profitabilitas, dimana ketika 

rendahnya NPL maka kredit yang disalurkan berjalan dengan baik 

sehingga frekuensi perputaran dana lebih tinggi dalam menghasilkan laba 

melalui kredit. Semakin rendah tingkat NPL maka profitabilitas (ROA) 

yang diperoleh oleh bank tersebut akan semakin meningkat.  Capital 

Adequacy Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return 

On Assets, Hasil penelitian CAR terhadap ROA menjadi tidak signifikan 

dikarenakan oleh risiko yang ditimbulkan oleh aktiva bank yang 

mengandung risiko yang harus ditanggulangi oleh modal minimum (CAR) 

adalah relatif kecil. Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Return On Assets bahwa semakin tinggi LDR maka 

profitabilitas (ROA) akan semakin meningkat, dimana ketika tingginya 

LDR maka dana pihak ketiga yang disalurkan ke dalam bentuk kredit akan 

semakin besar sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

melalui ekspansi kredit akan semakin tinggi. Hasil penelitian LDR 
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terhadap ROA menjadi tidak signifikan dikarenakan kredit yang diberikan 

bisa mengalami kemacetan (risiko kredit) tetapi relatif kecil.
59

 

C. KerangkaKonseptual 

 Berdasarkan Rumusan masalah, landasan teori dan diperkuat 

denganpenelitian terdahulu diduga bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK), Giro 

pada Bank Indonesia dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap 

Likuiditas. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

     

    H1  

    H2 

     

    H3 

 

     H4 

Sumber: Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu diolah (2017) 
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Keterangan: 

H1     Pengaruh dana pihak ketiga (X1) berpengaruh terhadap likuiditas (Y), 

didasarkan pada teori Santoso
60

, Siamat
61

danAscarya
62

 dengan 

peneltian terdahuluSuhartatik
63

dan Wiagustini
64 

H2  Pengaruh giro pada Bank Indonesia (X2) berpengaruh terhadap 

likuiditas (Y) didasarkan pada teoriMuhammad
65

 dan Imam
66

dengan 

peneltian terdahulu Susanto
67 

H3  Pengaruh pembiayaan murabahah (X3) berpengaruh terhadap likuiditas 

(Y), didasarkan pada teoriSiamat
68

 dan Winarmi
69

, dengan peneltian 

terdahulu Retnowati
70

 dan Atmanda
71 
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H4   Pengaruh dana pihak ketiga (X1), giro pada Bank Indonesia (X2) dan 

pembiayaan murabahah (X3) terhadap likuiditas (Y) didukung 

peneltian terdahulu Suhartatik
72

, Retnowati
73

, Wiagustini
74

, Atmanda
75

 

dan Susanto
76

. 

 

 

 

D. HipotesisPenelitian 

 Hipotesis Dari uraian gambar Kerangka Pikir Teoritis di atas, serta 

dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank 

Mega Syariah.  

H2 : Giro pada Bank Indonesia berpengaruh signifikanterhadap likuiditas 

Bank Mega Syariah.  

H3  :  Pembiayaan Murobahah berpengaruh signifikanterhadap likuiditas 

Bank Mega Syariah. 
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H4 : Dana pihak ketiga, Giro pada Bank Indonesia dan Pembiayaan 

Murabahah berpengaruh signifikanterhadap likuiditas Bank Mega 

Syariah. 

 


